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Abstract

Embryo of maqasid shari’ah as a value has emerged since the 3rd islamic century
and recently transformed into an approach in the hands of al-Shatibi. Al-Shatibi’s
brilliant idea was more comprehensively developed so that becomes an approach to
formulating Islamic law by contemporary Maqasidiyyun schoolars who one of them
is Yusuf Qardawi. In the case of inheritance of different religions, al-Qardawi
opinionated that a Moslem can inherit treasure to non-Moslems, because of there is
greater benefit in that mas/ahah dimension. In operations, al-Qardawi do fakwil the
hadith used by the majority of fiigaha (Islamic jurists), as the reason for the
prohibition of inherit treasure due to different religions. The efforts of al-Qaradawi
are classified in tarjih bi al-maqasid al-shari’ah, which emphasizes masl/ahah as the
last consideration in the establishment of Islamic law. It means that, if the Islamic
law can not realize mas/ahah as the final purpose, then it should switch to the other
options which can bring on mas/ahah.

Abstrak

Embrio maqasid shari’ah sebagai sebuah nilai telah muncul sejak abad 3 H dan baru
bertransformasi menjadi sebuah pendekatan di tangan al-Shatibi. Ide brilian al-
Shatibi itu kemudian dikembangkan lebih komprehensif sehingga menjadi sebuah
pendekatan dalam merumuskan hukum Islam oleh ulama Maqasidiyyun
kontemporer, salah satunya pakar hukum Islam adalah Yusuf al-Qardawi. Dalam
permasalahan kewarisan beda agama, al-Qardawi berpendapat bahwa seorang
muslim dapat mewarisi harta non muslim, dengan alasan dimensi kemaslahatan di
dalamnya lebih besar. Karena mengambil harta tersebut lebih baik daripada
membiarkan berada di tangan non muslim yang bisa digunakan dalam hal
kemaksiatan atau membahayakan orang Islam. Dalam operasionalnya, al-Qardawi
melakukan takwil terhadap hadith yang digunakan oleh mayoritas fugaha sebagai
alasan larangan mewarisi disebabkan perbedaan agama. Upaya al-Qardawi tersebut
tergolong dalam tarjih bi al-Maqasid al-Shari’ah, yang menekankan kemaslahatan
sebagai konsiderasi terakhir dalam penentuan hukum. Artinya, apabila suatu hukum
tidak dapat merealisasikan kemaslahatan sebagai tujuan akhir, maka harus beralih
pada opsi yang dapat berdampak pada kemaslahatan.
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A. Pendahuluan

Usul al-Figh sebagai salah satu disiplin keilmuan yang berfungsi
untuk melahirkan hukum Islam memiliki peranan penting dalam melahirkan
hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan.' Demi upaya
mewujudkan hukum Islam yang mampu merepresentasikan nilai-nilai
shari‘at, para usuliyyin telah mengkodifikasi dan mempolarisasi teori-teori
yang dipraktikan semenjak kenabian menjadi suatu konsep yang utuh.
Proses kodifikasi ini dimulai oleh Imam al-Shafi’i (150-204 H) dalam
kitabnya al-Risalah.

Dalam metodologi hukum Islam, secara garis besar terdapat dua
model penggalian hukum (istinbat al-hukm) yang digunakan oleh para
usuliyyin. Pertama, metode yang mendudukkan teks nas-nashukum sebagai
objek kajiannya dengan menggunakan pendekatan gawa ‘id lughawiyah
(kaidah semantik), metode ini bertujuan untuk menggali hukum yang
tersirat dalam nas. Kedua, model penggalian hukum yang menjadikan akal
sebagai alat bantu berdasarkan gawa ‘id al-usuliyah al-tashri’jyah (kaidah
dasar penetapan hukum)®, metode ini bertujuan menggali hukum yang tidak
disampaikan secara eksplisit dalam nas.

Penggunaan kedua metode tersebut dimaksudkan agar teori hukum
Islam mampumerespon segala problematika hidup tanpa batas ruang dan
waktu. Karena realitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tidaklah
terbatas, sedangkan nas-nas hukum sangat terbatas.’ Dengan hanya
mengacu pada nas hukum niscaya segala problem umat Islam akan sulit
terselesaikan. Oleh karena itu metode penggalian hukum dengan kaidah -
kaidah dasar tersebut harus selalu diaktualisasikan agar mampu
mewujudkan hukum Islam yang rahmatan Ii al-‘alamin.

! Hukum Islam sebagai representasi dari kehendak Tuhan harus mampumelahirkan kemaslaahtan yang
terealisasi di setiap sendi-sendinya:
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Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak ménjadikan untuk kamu dalam agama suatu
kesempitan. (QS. Al-Hajj: 78).

? Kaidah-kaidah dasar penetapan hukum Islam diformulasikan oleh para ahli usul untuk menggali hukum
yang tidak terdapat di dalam nasdengan metode istigra’hukum-hukum shara’dan istiqra’ ‘illah dan
hikmah yang terkandung dalam penetapan sebuah hukum. Hal ini dimaksudkan agar penetapan sebuah
hukum —yangtidak ada nashukumnya-benar-benar merepresentasikan ajaran Islam yang membawa
kemaslahatan dan keadilan bagi manusia. Abdul Wahab Kholaf, ‘ //m Usul al-Figh (Indonesia:
Haramayn, 2004), 197.

* Tbn Rushd, Bidayat al-Mujtahid, vol. 1 (Surabaya: Al-Hidayah, t.t), 2.
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Kaidah dasar dalam penetapan hukum Islam yang tetap aktual di
tengah munculnya liberalisme metodologi penemuan hukum Islam adalah
magqasid al-shari’ah. Wacana menjadikan maqasid al-shari’ah sebagai basis
dalam berijtihad terus didengungkan oleh para cendekiawan muslim
kontemporer. Agenda utamanya mengkritisi sekaligus mengkonstruksi
model ijtihad yang semula hanya mengikuti implikasi tekstual (dilalah al-
nas)menjadi mampu berkolaborasi dengan maqasid al-shari’ah. Sehingga
akan melahirkan hukum yang berdampak mas/ahahpada realitas kehidupan
umat Islam.

Pendekatan hukum Islam dengan menggunakan basis magqasid al-
shari’ah berusaha mewujudkan hukum yang tidak hanya tunduk pada
implikasi tekstual (dilalah al-nas), tetapi juga menghadirkan produk figh
yang mendatangkan kemaslahatan riil. Karena itu sudah menjadi tugas
magqasidiyyununtuk mengkonstruksi cara kerja magqasid al-shari’ah sebagai
basis ijtihad, mengubahnya dari konsep nilai menjadi sebuah pendekatan.
Menafikan cara kerja magqasid al-shari’ahsamahalnya dengan mengabaikan
sisi kemaslahatan yang harus terealisasi dalam kepastian hukum.

Ide brilian menjadikan maqasid al-shari’ah sebagai sebuah
pendekatan dilakukan pertama kali oleh al-Shatibi (w. 790 H),* salah
seorang tokoh hukum Islam dari kalangan Malikiyah. Namun kerja keras al-
Shatibi kurang mendapat respons dari pakar hukum Islam setelahnya, baru
beberapa abad kemudian konsep tersebut dikembangkan menjadi sebuah
disiplin keilmuan yang independen oleh Ibn ‘ Ashur yang hidup pada abad ke
18 M. Ini sekaligus menjadi titik awal kebangkitan maqasid al-shari’ah di
kalangan pakar hukum Islam.

Pembahasan maqasid al-shari’ah sebagai basis dalam berijtihad
semakin ramai diperbincangkan dikalangan intelektual muslim kontemporer
seiring dengan berkembangnya permasalahan yang dihadapi umat Islam.
Seperti kasus hak waris seorang muslim atas tirkah kerabatnya yang

* Magqasid al-shari’ahsebagai konsep nilai pada dasamya telah muncul jauh sebelum masa al-Shatibi.
Perjalanan magqasid al-shari’ahtelah dimulai semenjak abad ke 3 H dengan beberapa tokohnya seperti
al-Hakim al-Tirmidhi, AbuBakar al-Shasi, AbuHasan al- Amiri, Ibn Babawayh al-Qumi. Pada abad ke
4 H datang imam al-Juwayni, dan dilanjutkan oleh al-Ghazali padaabad ke 5 H. Kemudian dilanjutkan
oleh ‘Izz al-Din bin ‘ Abd al-salam dan al-Qarafi padaabad ke 7 H. Perhatian ulama sebelum al-Shat ibi
terhadap maqasid al-shari'ahdi atas belum mampu menjadikan maqasid al-shari'ah sebagai sebuah
pendekatan dalam upaya menemukan hukum Islam. di tangan al-Shatibi maqasid al-shari’ah
mengalami perkembangan yang luarbiasa, seolah ia mewujudkannya dari ketiadaan. Kreatifitas itu
kemudian menjadikan al-Shatibi dikenal sebagai bapak pertama dari teori maqasid al-shari’ah. Lihat
Nova Burhanuddin dkk, Gerbong Pemikiran Islam I; Mengenal Karya Monumental Usul Fikih Sejak
Al-Syafi’l Hingga Al-Syaukani (Mesir: an-Nahdah Press, 2016), 190-197.



110 | M shisn [HICII'NLUIE]IC, Vol. 1, No. 2,November 2016- April 2017

beragamanon-muslim. Permasalahan tersebut menghadapkan pada dua opsi
yang dilematis; membiarkan harta tersebut berada pada orang kafir dengan
segala kemungkinan buruknya, atau melakukan reinterpretasi hukum Islam
dengan segala konsiderasinya.

Mayoritas pakar hukum Islam klasik sepakat menjadikan perbedaan
agama sebagai alasan penghalang mewarisi berdasarkan implikasi tekstual
hadis fala yarithu al-muslimu al-kafira wa la yarithu al-kafiru al-muslima
(seorang muslim tidak dapat mewarisi harta non-muslim begitu pula non-
muslim tidak dapat mewarisi orang muslim). Kendati demikian terdapat
pendapat yang disampai oleh Muadh, Muawiyah, dan Ibn al-Musayyab
tentang kebolehan seorang muslim mewarisi hartanon-muslim sebagaimana
kebolehan seorang muslim menikahi wanita ahlul kitab.’

Konklusi dari istinbat al-hukm yang hanya mengikuti kaidah
semantik kerapkali akan melahirkan hukum Islam yang jauh dengan realitas
karena bertentangan dengan nilai-nilai universal yang menjadi pondasi
syariat. Padahal hukum Islam dengan realitas ibarat dua tali yang saling
mengikat dan tidak dapat terpisahkan, bila keduanya saling berjauhan tentu
ikatan tersebut melemah dan mustahil dapat menghadirkan hukum for
reality.’

Dalam artikel ini penulis mengetengahkan kajian seputar pembacaan
ulang terkait ketentuan hukum kewarisan beda agama dengan menggunakan
pendekatan maqasid al-shari’ah untuk mensinergikan teks dan realitas.
Pendekatan magasid dalam penelitian ini tidak difokuskan pada salah satu
tokoh untuk memberikan refleksi yang utuh baik dari sisi sejarah maupun
metodologis. Hal ini dikarenakan berdasarkan pengamatan penulis, magasid
al-shari’ah yang dikembangkan oleh tokoh magasid kontemporer tidak
dapat dilepaskan dari pondasi yang diletakkan oleh pendahulunya,
khususnya al-Shatibi dan Ibn ‘Ashur. Dengan kata lain, kajian maqgasid
yang berkembang saat ini merupakan upaya pengembangan dari metodologi
yang ada sebelumnya.

B. Maqasid al-Shari’ah: Pengertian dan Sejarah Perkembangan
Istilah maqasid al-shari’ah secara etimologi merupakan gabungan dari
dua kata: maqgasid (»=\) dan shari’ah (*x: 3. Kata magasid merupakan

’ Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, vol 3 (Bayrut: Dar al-Fath, tt), 348.
® Ahmad Al-Raysuni, A/-ljtihad; al-Nas, al-Waqi’, al-Maslahah (Bayrut: Dar al-Fikr, 2000), 59-60.
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bentuk plural dari kata magsad (tujuan), derivasi dari kata kerja gasada.
Menurut Ahmad Bu’ud kata gasada memiliki beberapa arti:” jalan lurus
(istigamah al-tarig)’® adil (‘adl), mudah dan lurus (sahl mustagim)’, dan di
tengah-tengah di antara dua tepi (al-wasat bayn tarfayn)."” Sementara kata
shari’ah memiliki arti sumber mata air yang digunakan oleh manusia untuk
minum, pengairan, dan memberi minum hewan ternak. Dalam istilah orang
Arab, kata shari’ah digunakan untuk air yang mengalir tiada henti dan
terlihat jelas."

Secara historis, istilah maqasid al-shari’ah telah berkembang mulai
dari definisi yang memiliki makna sederhana hingga menjadi sebuah definisi
yang memiliki makna holistik. Pakar hukum Islam klasik —bahkan sampai
Al-Shatibi selaku bapak pertama teori magqasid al-shari’ah- tidak
memberikan definisi konkrit tentang maqasid al-shari’ah. Definisi yang
mampu merefleksikan maqasid al-shari’ah sebagai sebuah pendekatan
muncul setelah hadirnya Muhammad Tahir ibn ‘Ashur dengan karya
monumentalnya Maqgasid al-shari’ah al-Islamiyah. la memberikan definisi
sebagai berikut:'?

Makna dan hikmah yang diperhatikan oleh shari’ di setiap

ketetapan hukumnya atau sebagian besarnya. Hal ini tidak

berlaku khusus pada jenis hukum shari‘at tertentu, sehingga
masuk dalam cakupannya sifat-sifat, tujuan umum, dan makna

" Ahmad Bu’ud, Magasid al-Shari’ah; min al-nazari ila al-sulizk (Mesir: Dar al-Salam,2011), 13-14.
¥ Sepertiyangterdapat dalam QS. Al-Nahl: 9:
\)uu\| (,_%.;.\.‘L Lw}]/ j.'l:- Léa.‘jJMM\—H ..\.a}db] UJ.C}
Dan hak bagi Allah (menerangkan)jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. dan
Jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar).
? Seperti yang terdapat dalam QS. Al-Taubah: 42:

3. g &

@u}mx;«»uuﬂm,wnﬁ&’;\;ug_b_iww.\ﬁ; u;go,cutfg

;)):-\._i.! l (,J;.: :ﬁ)lj V"'w"b] Q,il.v.
Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu Keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang
tidak seberapa jauh, pastilah mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu Amat jauh terasa
oleh mereka. merekaakan bersumpah dengan (nama) Allah: "Jikalau Kami sanggup tentulah Kami
berangkat bersama-samamu." mereka membinasakan diri mereka sendiri dan Allah mengetahui bahwa
Sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.
'% Seperti yang terdapat dalam QS. Lugman: 19:

20 4 P s Ew - Eg & P - > - - I
BT 52T s TR B Sy o Jaiab Ty LG 3 2y

Dan sederhanalah kamudalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara

ialah suara keledai.
"' Ahmad Bu’ud, Magasid al-Shari’ah, 15.
"2 Ibn “ Ashur, Magasid al-Shari’ah al-Islamiyah (Mesir: Dar al-Salam, 2016), 53.
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yang diperhatikan dalam penentuan hukumnya, juga termasuk
di dalamnya makna dan hikmah yang tidak diperhatikan secara
keseluruhan tetapi dijaga dalam banyak bentuk hukum.”"

Definisi yang dikemukakan oleh Ibn ‘Ashur di atas sudah
menunjukkan makna konkrit dan merujuk pada operasional. Ia juga
menegaskan bahwa maqasid shari’ahbisa bersifat umum di setiap ketetapan
shari‘at atau juga bersifat khusus pada shari‘at tertentu, seperti dalam
permasalahan muamalah. Lebih lanjut al-Fasi juga memberi definisi
magqasid al-shari’ahmencakup magasid yang bersifat umum dan magqasid
yang bersifat khusus, berikut:'* “...yang dimaksud dengan magqasid al-
shari’ah adalah tujuan shari‘at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh
shari’ pada setiap hukum-hukumnya.”"

Terlepas dari perbedaan redaksi yang dikemukakan oleh para
magqasidiyyundalam mendefinisikan maqasid al-shari’ah, mereka sepakat
bahwa tujuan-tujuan shari‘at harus terealisasikan di balik adanya sebuah
kepastian hukum, baik hukum tersebut bersifat umum (“ammah) atau
khusus (khasah). Sebagai sebuah tujuan akhir shari‘at, sudah seharusnya
magqasid al-shari’ahmemiliki kedudukan yang urgen sebagai ukuran atau
indikator benar-tidaknya suatu ketentuan hukum.'® Dengan kata lain,
perumusan hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari tujuan-tujuan shari‘at —
di samping implikasi tekstual (dilalah al-nas)- sebagai konsiderasinya.

Para maqasidiyyun meyakini bahwa di setiap ketentuan-ketentuan
shari‘at tidak dapat dilepaskan dari adanya tujuan-tujuan shari‘at yang
membawa kemaslahatan bagi manusia. Karena itu dalam proses ijtihad —
berbasis magqasid al-shari’ah—selalu menuntut adanya pertimbangan
kemaslahatan di dalamnya. Namun, para ahli usu/klasik kurang menaruh

" Teks aslinya sebagai berikut: k
Al e ali g 5 b 58I Lgilaa Do (aias Y gy Lgalina ) gl Jlsad qan 3 Ll d galdl oSally iladl
GeOlae a4 3 Jaa s clgdandla e g il gl Y il bl s Adlall Lgisle 5 dmy 5l il g) 13a 3 208 cny L2
Leiad e sl A A pala i€l calSa¥ gl ilu 33 sl cand aSal)
' < Allal al-Fasi, Magasid al-Shari’ah al-Islamiyah wa Makarimuha (Mesir: Dar al-Salam, 2013), 111.
'3 Teks aslinya sebagai berikut:
AdSal (poaSa IS aie g il lgnany Sl )5 cLgbo il riag a0 aealiay )l
Selain itu, al-Fasi juga menambahkan maqgasid al-shari’ah al-juz 7, y akni pembahasan magasid hukum
yang bersifat partikular yang berada pada tiap-tiap bentuk shari‘at, seperti maqasid dalam hal
pelarangan meminum khomr. Kendati demikian, dalam hal operasionalnya masuk dalam kategori
cakupan maqasid al-khassah. Lihat Nova Burhanuddin dkk, Gerbong Pemikiran Islam II; Mengenal Ide
Brilian Tokoh Maqasid shari’ah Kontemporer (Mesir: an-Nahdah Press, 2016), 38.
'S Ahmad Imam Mawardi, Figh Minoritas; Figh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqgasid Al-Shari’ah dari
Konsep ke Pendekatan (Yogyakarta: LKiS, 2010), 184.
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perhatian dan cenderung memposisikan maqasid al-shari’ah sebagai ‘nilai
tambah’ yang tersirat di balik sebuah hukum Tuhan. Hal ini disinyalir oleh
al-Shatibi sebagai salah satu faktor penyebab banyaknya perselisihan
pendapat di kalangan ulama klasik.'” Oleh karena itu lebih lanjut al-Shatibi
memberikan syarat mampu menguasai magqasid al-shari’ah dengan baik
untuk menjadi mujtahid. Langkah tersebut kemudian dilanjutkan oleh Ibn
‘Ashur, ‘Allal al-Fasi dan para magqasidiyyun kontemporer.

Secara historis, maqgasid shari’ah dapat dipetakan menjadi dua masa.
Pertama masa kemunculan magasid dalam kajian hukum Islam. Pada masa
ini maqgasidtumbuh dan berkembang menjadi kerangkanilai yang tersirat di
balik ketetapan-ketetapan hukum Islam. Masa ini disinyalir muncul
semenjak abad ke 3 H dengan beberapa tokohnya: al-Hakim al-Tirmdhi,
Abu Bakar al-Shasi, Abu Hasan al-Amiri, Ibn Babawayh al-Qumi hingga
pada puncaknya muncul Imam Al-Juwayni dan Al-Ghazali.'® Kedua masa
pergeseran maqasid shari’ah dari konsep nilai menjadi sebuah pendekatan.
Evolusi magasid dalam kajian metodologi hukum Islam diprakarsai oleh al-
Shatibi dengan masterpiece-nya Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari’ah.

Dalam kitabnya a/l-Muwafaqgat, al-Shatibi memberi ruang diskusi
yang besar terkait pembahasan magqasid al-shari’ah pada bagian ketiga.
Intensitas al-Shatibi dalam mendiskusikan magasid menurut Jaser ‘Audah
telah menghasil tiga gagasan fundamental yang belum pernah dilakukan
oleh pakar hukum Islam sebelumnya. Pertama, al-Shatibi berhasil
menggeser pemahaman magqasid menjadi dasar-dasar hukum Islam yang
sebelumnya menjadi bagian dari maslahat al-mursalah.”

Kedua, al-Shatibi menggeser pemahaman hikmah yang semula di
balik hukum menjadi dasar bagi hukum. Al-Shatibi merubah paradigma
dalam memahami dalil ku//i (umum) dan memosisikannya di atas dalil juz7
(parsial), sehingga apabila terjadi pertentangan maka dalil kul/li lebih
diutamakan. Ketiga, al-Shatibi berhasil memberi kemantapan riset induktif

"7 Ibid., 184-185.

'8 perkembangan magasid pada masaini pada puncaknya berada di tangan Al-Juwayni dan Al-Ghazali.
Pemikiran Al-Juwayni dapat dilihat dalam kitabnya Al-Burhan fi Usul al-Figh dan Ghiyath al-Umam,
sementara pemikiran al-Ghazali dapat merujuk padakitabnya Shifa’ al-Ghalil dan al-Mustasfa. Pada
masa ini perkembangan magasidmeliputi klasifikasi maslahat (daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah),
dan munculnya istilah maqsud al-shar’ (tujuan-tujuan shara’) yang meliputi menjaga agama (din), jiwa
(nafs), akal (‘aql), keturunan (nas/), dan harta (mal).

' Jaser ‘ Audah, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Shari‘ah, Terjm. Rosidin dkk (Bandung:
Mizan, 2015), 55.
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(istigra’) yang ia gunakan dalam menyimpulkan magqasid berdasarkan
beberapa dalil yang menjadi pertimbangannya.*’

Setelah masa al-Shatibi, maqgasid al-shari’ah mengalami ke-vakum-
an yang cukup lama hingga masa Tahir ibn ‘Ashur pada abad ke 18 M.
Dalam upaya merevitalisasi maqgasid al-shari’ah, lbn ‘Ashur
mengembangkan ide brilian al-Shatibi dengan menguatkan kualitas dalil
magqasid al-shari’ah sebagai basis dalam berijtihad. Pertama, maqgasid al-
shari’ah dapat berstatus gat 7bila ditetapkan berdasarkan tiga prosedur dari
tiga hal berikut; 1) diperoleh dari makna eksplisit teks shar’yang tidak
multi-tafsir 2) dihasilkan dari proses induksi sekumpulan dalil-dalil shar’7
3) kemaslahatan yang bila diabaikan akan membahayakan umat berdasarkan
nalar logis. Kedua, magasid al-shari’ah dapat berstatus zannibila dihasilkan
dari proses induksi yang bersifat praduga, atau kemaslahatan yang ada
bersifat praduga. Ketiga, maqasid al-shari’ah dapat bersifat wahmi bila
dihasilkan hanya berdasarkan praduga yang tidak memiliki landasan dalil-
dalil shar7yang mu’tabar’’

Kehadiran Ibn ‘Ashur -dengan segala pemikirannya->* dalam dunia
magqasid al-shari’ah telah memberikan spirit serta harapan baru akan
revitalisasi maslahat sebagai tujuan akhir dari ijtihad. Kekuatan maqgasid al-
shari’ah yang mampu menyamai ijtihad mainstream (dilalah al-nas)
semakin menguatkan eksistensi konsep Jitihad-maqgasid dalam ruang
lingkup keilmuwan Islam. Magqasid al-shari’ah tidak lagi dipandang sebagi
‘nilai tambah’ yang ada di balik sebuah hukum, melainkan indikator
penentu kebenaran sebuah hukum sebagaimana implikasi tekstual (dilalah
al-nas).

Di tengah gejolak spirit yang diciptakan oleh Ibn ‘Ashur, para
magqasidiyyun kontemporer mulai melakukan reinterpretasi pemikiran
magqasid al-shari’ah yang dibawa oleh al-Shatibi dan Ibn ‘Ashur. Dalam
upaya mengembangkan konsep maqasid al-shari’ah, Jamal al-Din ‘Atiyyah
(1928 M) hadir dengan pembaharuan magqasid daruri yang dimasukkan ke
dalam empat ruang gerak;> magqasid al-shari’ah dalam ruang individu,*

20 Jaser ‘Audah, Membumikan Hukum Islam, 55.

2! Nova Burhanuddin dkk, Gerbong Pemikiran IslamI1,39.

22 Selain memperkuat kehujjahan magasid shari’ah sebagai basis ijtihad, Ibn ¢ Ashur sebagai bapak
maqasid al-shari’ah kedua juga berhasil memasukkan asas hurriyyah (kebebasan), al-musawah
(egaliter), fitrah(kesucian), samahah (toleransi), dan a/-haq (kebenaran) ke dalam konsep magasid al-
shari’ah.

23 Nova Burhanuddin dkk, Gerbong Pemikiran IslamI1,86.



Wahid Ahtar Baihaqi / Revitalisasi Maqasid Syariah: Pembacaan ..| 115

magqasid al-shari’ah dalam ruang keluarga,”’ magasid al-shari’ah dalam
ruang lingkup umat,’® dan magqasid al-shari’ah untuk kemanusiaan.”’

Upaya lain yang dilakukan oleh para magqasidiyyun dalam
mereformasi maqasid al-shari’ah adalah merekonstruksi usul al-khamsah
dengan istilah baru gunamemperluas cakupan maknanya. Perubahan istilah
hifz al-‘ird menjadi hifz karamah al-insan (menjaga kemulian manusia)
untuk memperluas larangan melakukan penyiksaan baik pada badan, jiwa,
maupun hak yang bersifat abstrak seperti kebebasan berpendapat.
Perubahan istilah A7tz al-malmenjadi hifz al-milk untuk memperluas makna
harta sehingga mencakup hak milik kebendaan, hak milik pemikiran, dan
hak lain yang berkaitan dengan kepemilikan.*®

Mengamati sejarah pergeseran maqasid al-shari’ah dalam perjalanan
sejarah teori hukum Islam klasik sampai kontemporer dapat kita pahami
urgensi magqgasid al-shari’ah dalam proses ijtihad. Kemaslahatan sebagai
tujuan akhir yang harus terealisasikan disetiap hukum shari’ah menjadi satu
cara untuk mengkomunaksikan hukum Tuhan dengan kemanusiaan.

C. Maqasid al-shari’ah: Tata Kerja Operasional

Ulama magqasidiyyunmeyakini maqasid al-shari’ah—yang menjadi
penghubung maksud tuhan dengan af’al al-mukallaf—untuk merealisasikan
maslahat sebagai tujuan akhir dari adanya kepastian hukum, baik yang
bersifat khusus (khassah) maupun umum (“‘ammah). Ketentuan-ketentuan

% Magqasid al-shari’ahdalam ruang lingkup individumeliputi; Aifz al-nafs (menjaga jiwa), i 'tibar al-“aql
(memberdayakan akal), Aifz al-tadayyun (menjaga keberagamaan), hifz al- ‘ird (menjaga harga
diri/kehormatan), hifz al-mal (menjaga harta).

> Magasid al-shari’ah dalam ruang lingkup keluarga meliputi; tanzim al-‘alagah bayn al-jinsayn
(mengatur ikatan antar dua jenis manusia), Aifz al-nas/(menjaga perkembangbiakan), tahqiq al-sakn
wa al-mawaddah wa al-rahmah(merealisasikan ketentraman, cinta kasih, dan kasih sayang), 4ifz al-
nasab (menjaga nasab), hifz al-tadayyun fi al-usrah(menjaga keberagamaan dalam keluarga), tanzim
al-janib al-mu’assasi Ii al-usrah(meregulasi sisi keorganisasian bagi keluarga), tanzim al-janib al-mali
i al-usrah (meregulasi sisi finansial bagi keluarga).

2% Maqasid al-shari’ah dalam ruang lingkup umat meliputi; al- fanzim al-muassasi Ii al-ummah
(meregulasi keorganisasian bagi umat), 4ifz al-amn (menjaga stabilitas keamanan), hifz al-‘adl
(menegakkan keadilan), hifz al-din wa al-akhlag (menjaga agama dan etika), a/-ta’awun wa al-
tadamun wa al-takaful (menjalin kerja sama, solidaritas dan kebersamaan), nasyr al- ‘ilm wa hifz ‘aql
al-ummah(menyebarkan ilmu dan menjaga akal umat), ‘ imarah al-ard wa hifz tharwah al-ummah
(membangun dunia dan menjaga kesejahteraan umat).

" Magqasid al-shari’ahuntuk kemanusiaan meliputi; al-ta’aruf wa al-ta’awun wa al-takamul (saling
mengenal, saling bekerjasama dan berintegrasi), tahqiq al-khilafah al- ‘ammah Ii al-insan fi al-ardl
(merealisasikan suksesi tugas tuhan secaraumum bagi manusia di muka bumi), tahqiq al-salam al-

‘alami al-qaim ‘ala adl(mewujudkan kedamaian di muka bumi berdasarkan keadilan), al-himayah al-

dauliyah li huquq al-insan (melindungi hak-hak manusia secara universal), nasyr da’wah al-islam
(menyebarkan dakwah Islam).

28 Ali Jum’ah, wa Qala al-Imam; al-Mabadi al- ‘Uzma (Mesir: al-Wabil al-Sayyib, 2009), 100.
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yang ditetapkan sebagai sebuah hukum tidak dapat dilepaskan dari upaya
mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menolak kemafsadatan yang
akan timbul.

Berangkat dari keyakinan tersebut, para ulama maqasidiyyun
memberikan penekanan akan pentingnya magqasid al-shari’ah sebagai basis
dalam berijtihad sehinggatidak mungkin keberadaannya dapat diabaikan.
Jaser ‘Audah menyebutkan ijtihad dengan basis maqasid al-shari’ah pada
dasarnyatelah terjadi sejak masa Rasulullah.” Indikasi kuat muncul dari
perilaku sahabat yang memahami maksud dari perintah Rasulullah “jangan
shalat kecuali di Bani Quraidah” sebagai anjuran menyegerakan shalat.
Keputusan para sahabat yang memilih memahami maksud perintah
kemudian jugamendapat pengakuan dari Rasulullah. Ini menjadi landasan
pokok kebolehan berijtihad dengan basis maqasid al-shari’ah meskipun
bertentangan dengan tekstual nas (zahir al-nas).”

Setelah magqasid al-shari’ah memiliki posisi yang jelas dalam istinbat
al-hukm, persoalan yang kembali harus ditegaskan adalah bagaimana
membidik maqasid yang pada umumnya bersifat nisbi. Lebih lanjut, untuk
meminimalisasi subjektifitas dalam pelacakan maqgasid al-shari’ah, para
usuliyyin memberikan tiga opsi;’' 1) riset induktif (istigra’) hukum-hukum
yang dapat diketahui ‘7//lah hukumnya dan juga dalil-dalil hukum yang
memiliki kesamaan * 7//ah,” 2) makna eksplisit dalil-dalil al-Qur’an secara
pasti, 3) al-Sunnah yang mutawattir.””’ Dari sinilah para mujtahid harus

2% Tashri’padamasa Rasulullah memiliki karakteristik yang substansinya merealisasikan magasid al-
shari’ah; 1) al-tadarruj 17 al-tashri’ (bert ahap dalam menetapkan hukum, baik dari segi masa maupun
model hukumnya) 2) waq Tyyah al-ahkam al-tashri 7yyah(penetapan hukum sesuai denganrealitas dan
kebutuhan pada masa itu)3) a/-taysir wa al-tahfif{berlandasan pada kemudahan dan keringanan) 4)
muwataqah al-tashri’ Ii masalilh al-nas (penetapan hukum berkesesuaian dengan kemaslahatan
manusia). Jad al-Haq Ali Jad al-Haq, Qadaya Islamiyah al-Muasirah al-Figh al-Islami; Murunatuhu wa
Tatawuruhu (Qahirah: al-Amanah al-Ammah li Lajnah al-Ulya, tt), 31-35.

3% Jaser ‘ Audah, Figh al-Magasid; Inat al-Ahkam al-Shar’Tyah(London: Intemational Institute of Islamic
Thought, 2006), 6.

3! Ton “ Asyur, Maqasid al-Shari’ah, 19-21.

32 Riset induktif dalil-dalil shari’ah guna mencari ¢ i//ah hukum ini menjadi indikator terbesar dalam
pelacakan magqasid al-shari’ah. 1dentifikasi illah ini menggunakan beberapa jalan yang telah
ditentukanoleh para ahli usul dalam permasalahan qiyas. Seperti pelarangan jual-beli muzabanah
karena tidak diketahui takarannya berdasarkan 7/ma’(isyarat) dalam sabda Rasulullah, maka magasid
shari’ah-nya adalah pembatalan segala jenis transaksi yang mengandung unsur gharar. Begitu juga
identifikasi hukum yang memiliki satu ‘ 7//ah, seperti larangan menjual makananyang belum diserah-
terimakan dan larangan transaksi jual-beli dengan makanan secara tempo, dengan kesamaan *i//ah
supayamakanantidak berada pada tanggungan yang akan mengakibatkan hilang peredarannya.

*3 Sunnah mutawattirahdalamhal ini tetbagi menjadi mutawattir ma’nawi (diperoleh dari kesaksian
sahabat secara umum dari Rasulullah) dan mutawattir amali (diperoleh dari berulangkalinya seorang
sahabat melihat perbuat tersebut dari Rasulullah).
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mengerahkan kemampuannya untuk menemukan maqasid shari’ah yang
benar-benar dikehendaki tuhan dibalik teks-teks nas.

Menjadikan maqasid al-shari’ah sebagai basis dalam berijtihad
bukan berarti mengabaikan kaidah-kaidah usul figh dan gawa ‘id figh yang
telah ada. Keberadaan kaidah usul figh tetap berperan penting untuk
menggali ‘i//ah, hikmah, dan maksud yang terkandung di dalam sebuah teks,
begitu pula gawa id fighyang berperan menguatkan pondasi figh. Hanya
saja, para maqasidiyyun sangat menekankan nilai-nilai dan prinsip universal
al-Qur’an sebagai dasar utama dalam penetapan hukum Islam. Akibatnya
ketentuan-ketentuan yang spesifik dan yang parsial dari al-Qur’an dan al-
Hadith harus diukur relevansinya dengan nilai-nilai universal maqgasid al-
shari’ah.** Demikian juga dengan sumber hukum Islam lainnya seperti
ijma’, qiyas, istihsan, maslahah al-Mursalah, dan sad al-dhara’i harus
tunduk pada otoritas maqasid al-shari’ah.

Memposisikan magqasid al-shari’ah setingkat lebih tinggi dari dilalah
al-nas (implikasi tekstual) tidak dapat dikatakan sebagai bentuk reduksi
atas kesucian hukum Tuhan, karena maqasid al-shari’ah sendiri
diproyeksikan untuk merealisasikan kemaslahatan sebagai tujuan akhir.
Sebab ketentuan-ketentuan shari‘at dituntut harus mampu memberi dampak
kemaslahatan riil untuk manusia. Lebih jauh bahkan al-Qardawi
menyatakan ijtihad dengan mempertemukan nas juz’7 dengan magqasid
shari’ah akan melahirkan hukum yang sesuai dengan situasi dan kondisi,
serta mampu memberikan jawaban atas setiap problem umat Islam
kontemporer.”

Dengan menggunakan pendekatan magqasid, mekanisme melahirkan
hukum Islam tidak hanya berhenti pada dilalah al-nas. Tidak menjadikan
implikasi tekstual sebagai informan tunggal dalam istinbat al-hukm,
melainkan menautkannya dengan nilai-nilai universal syari‘at Islam.
Apakah bunyi teks sejalan dengan tujuan universal syari‘at Islam?
pertanyaan inilah yang kemudian harus terjawab sebelum menjadikan
implikasi tekstual sebagai konklusi mutlak dan mengikat.

Menautkan khitab dari dalil parsial dengan maqasid shari’ah sebagai
tolak ukur merupakan upaya mengkompromikan (a/-jam’)nilai universal
dengan dalil parsial menjadi terintegrasi. Mustahil hukum Islam akan

** Ahmad Imam Mawardi, Figh Minoritas, 225-226.
35 Ahmad Imam Mawardi, FighMinoritas, 254.
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mampu menjangkau segala persoalan yang terus berkembang bila dalam
tataran metodologis ada kemungkinan kontradiksi antara kwu//f dan juz’i.
Idealnya, nilai universal harus tercakup dalam setiap ketentuan-ketentuan
parsialnya.

Dalam tataran kerja operasional, penggunaan maqasid al-shari’ah
sebagai basis ijtihad harus memperhatikan kaidah-kaidah magasid yang
pada umumnyamerujuk pada pendapat al-Shatibi. Al-Kaylani—sebagaimana
dikutip Imam Mawardi—merumuskan kaidah tersebut ke dalam tiga
kategori besar; kaidah-kaidah yang berkaitan dengan maslahah dan
mafsadah, kaidah-kaidah yang berkaitan dengan dasar penghilangan
kesulitan (raf” al-haraj), dan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan
akibat-akibat perbuatan dan tujuan orang-orang mukallaf.*®

Kaidah berpikir maqgasid tersebut kemudian dikembangkan lebih
komprehensif oleh al-Raysuni dalam kitabnya a/-Fikr al-Magasidi menjadi
empat kaidah pokok:’’ 1) segala ketentuan shari‘at memiliki ¢ i//ah, maksud,
dan kemaslahatan, 2) penentuan maqgasid shari’ahharus menggunakan dalil,
3) heirakis kemaslahatan dan kemafsadatan, 4) pemisahan antara magqasid
dan media atau perantara menuju maqasid.

Kaidah metodologis magasid yang dikemukakan oleh al-Raysuni
memberikan refleksi yang cukup kuat dan aplikatif mengenai tata kerja
ijtihad berbasis magqasid shari’ah. Keyakinan seseorang akan adanya ° illah,
hikmah, dan tujuan menuntutut seorang mujtahid harus mampu menemukan
ketiganya sebelum masuk dalam proses penentuan hukum. Identifikasi
magqasid shari’ah yang harus didasarkan pada dalil shara’ menunjukkan
bahwa maqasid shari’ah tidak dapat berdiri sendiri. Penyusunan
kemaslahatan dan kemafsadatan berdasarkan skala prioritas memudahkan
mujtahid dalam menetapkan hukum atas suatu permasalahan.’® Pemasahan

** Ibid., 215.

37 Ahmad al-Raysuni, a/-Fikr al-Maqasidi; Qawa ‘iduhu wa Fawaiduhu (Ribat: Matba’ah al-Najah al-
Jadidah al-Dar al-Baida’, 1999), 39-80.

¥ Urgensi pembagian kemaslahatan dan kemafsadatan dalam ijtihad berbasis maqgasid shari’ah
melahirkan kaidah umum yang meliputi: 1) tuntutan untuk melakukan sesuatu didasarkan atas
kemaglahatan yang ada di dalamnya dan larangan melakukan sesuat u didasarkan atas kemafsadatan
yang ada di dalamnya, 2) semakin kuat maslahah yang dikandung dalam suatu halpasti akan merubah
hukumnya (dari sunnah sampai wajib), 3) semakin besar dominasi mafsadah dalam suatu hal akan
merubah hukumnya (dari makruh sampai haram), 4) perbuatan wajib dapat berubah menjadi tidak
wajib atas pertimbangan akibat buruk yang akan ditimbulkannya. Ahmad Imam Mawardi, Figh
Minoritas, 235. Susunan berdasarkan skala prioritas juga memudahkan mujtahid untuk
mengindetifikasi masalah yang timbul, seperti harus mendahuluhakn kemaslahatan yang bersifat
daruri daripada hajiyat dan tahsiniyat, kemafasadatan yang lebih besar harus ditolak dengan
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magqasid dan perantaranya menjadi penting dalam menentukan suatu hukum
meskipun keduanya terintegrasi dan saling membutuhkan.

Dalam konteks magqasid shari’ah sebagai basis ijtihad, suatu hukum
yang dihasilkan meniscayakan akibat dari penetapan hukum (al-nazru al-
ma’alat) sebagai konsiderasinya. Ini artinya, setiap hukum lahir harus
didasarkan pada maslahat riil bagi manusia. Oleh karenanya, suatu hukum
tidak dapat berlaku mutlak dan akan terus berkembang seiring perubahan
kadar kemaslahatan dalam setiap kondisi. Setiap hukum yang tidak
memberi dampak maslahat bagi manusia harus dilakukan interpretasi ulang
demi mewujudkan kemaslahatan.

Kendati demikian, bukan berarti ijtihad berbasis maqasid shari’ahini
mengabaikan otoritas teks dalam operasionalnya. Para maqgasidiyyun
berupaya mengkomunikasikan antara teks dan realitas yang ada untuk
menemukan hukum yang benar-benar membawa kemaslahatan riil, sehingga
hukum tidak hanya berorientasi pada sisi ketuhanan saja tapi juga
berdampak maslahat bagi subyek hukum. Dari sinilah relasi hukum-hukum
Tuhan dengan tujuan dapat terintegrasi menjadi satu kesatuan.

Kerangkametodologis ijtihad berbasis magasid shari’ahini dianggap
oleh para magqasidiyyunsebagai solusi atas kegagapan metodologi hukum
Islam mainstream (dilalah al-nas) untuk melahirkan hukum yang membawa
dampak maslahat riil. Kendati dalam operasionalnyatidak dapat dilepaskan
dari kaidah ushul yang ada, tetapi titik akhir penyelesaiannya tetap
mengedepankan kemaslahatan bagi subyek hukum.

Mendudukkan magqgasid shari’ah sebagai basis ijtihad dengan
pertimbangan nilai-nilai filosofis tidak dapat dikategorikan menyalahi
metodologi hukum Islam yang telah ada. Karena dalam prosesnya tetap
berdasarkan al-Qur’an dan al-Hadith dengan menggunakan kaidah-kaidah
usul figh, meskipun pada indikator penentunya adalah kemaslahatan.™
Justru konstruksi pemahaman maqgasid shari’ah dari suatu nilai tambah

melakukan perkara yang memiliki tingkat mafsadat yang lebih rendah. Abdul Wahab Kholaf, * //m
Usul al-Figh, 205-206.

3 Menjadikan kemaslahatan indikator penentu adalah dengan mengukur kesesuaian dalil yang bersifat
zanni dilalah dengan nilai-nilai universal shari‘at. Hal ini dikarenakan dalam dalil yang bersifat zanni
masih dimungkinkan dan bahkan banyak bertabrakan dengan kemaslahatanriil, oleh karena itu harus
dikompromikan dengan dalil universal. Pertentangan keduanya dapat dilihat dari ketetapan Sahabat
‘Umar dalam permasalahan pembagian tanah sebagai ghanimah. Apabila terjadi pertentang antara
dalil nasyang bersifat zannidengan kemaslahatan maka harus dilakukan upayainterpretasi ulang agar
sesuai dengan kemaslahatan. Yusuf al-Qardawi, Dirasah fi Figh Maqasid al-Shari’ah; bayn al-Maqasid
al-Kulliyah wa al-Nusus al-Juz’iyah. (Kairo: Dar Al-Shuruq, 2008), 142.
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menjadi sebuah pendekatan patut mendapat apresiasi di tengah krisis
metodologi hukum Islam.

D. Reinterpretasi: Konsep Kewarisan Beda Agama

Persoalan dilematis terkait kewarisan beda agama pada dasarnya
telah muncul dan dibahas tuntas oleh para pakar hukum Islam klasik.
Pendapat mereka dapat kita jumpai diberbagai kitab figh yang sudah
beredar saat ini. Namun situasi dan kondisi masyarakat muslim yang terus
berubah dan berkembang menuntut adanya reinterpretasi atas hukum
kewarisan beda agama. Mengingat harta menjadi salah satu hal yang
mendapat perlindungan khusus dalam hukum Islam.

Kondisi seorang muslim yang ditinggal mati orang tuanya yang
beragamanon-muslim tentu akan menghadapkannya pada opsi dilematis;
membiarkan harta tersebut jatuh pada orang non-muslim dengan segala
kemungkinan buruknya, atau menerjang aturan hukum Islam yang ia yakini
kebenarannya. Sebagai seorang muslim yang taat sudah tentu sadar akan
beban keharusan tunduk dan patuh pada segala aturan syari’ah dengan
segala konsekuensinya.

Melihat realitas tersebut, maqgasidiyyun kontemporer—seperti yang
dilakukan al-Qardawi--berupaya melakukan reinterpretasi ulang dengan
mengedepankan kemaslahatan sebagai tujuan akhir. Dalam kitabnya #7 Figh
al-Aqalliyat al-Muslimah, al-Qardawi menyebutkan hadis yang digunakan
oleh jumhur fuqaha dalam menetapkan larangan mutlak saling mewarisi
sebab beda agama sebelum melakukan reinterpret asi.

40(4.:1; Gia) e SN Y ¢ Sl 2 Y

“Seorang non-muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir,
dan orang kafir tidak dapat mewarisi harta orang muslim”.
(Muttafaq alaih)

Jika melihat dilalah al-nas (implikasi tekstual) hadis yang digunakan
oleh para hukum Islam di atas, sesungguhnya tidak dapat diragukan lagi
larangan kewarisan beda agama baik dari segi wurud-nya maupun dari segi
dilalah-nya. Karena selain hadis tersebut berstatus shahih juga
menunjukkan makna tegas dalam menafikan kewarisan beda agama.
Namun, yang harus diperhatikan, implikasi tekstual dari hadis di atas tentu

0 yusuf al-Qardawi, fi Figh al-Aqalliyat al-Muslimah(Kairo: Dar al-Shurug,2001), 127.
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akan berakibat pada penelantaran harta yang seharusnyabisa dimanfaatkan
untuk menguatkan sendi-sendi perekonomian umat Islam. Atau lebih jauh,
bisa jadi harta terlantar tersebut diambil alih dan dikuasai oleh non-muslim
untuk kepentingan mereka.

Melihat realitas tersebut, al-Qardawi memilih mengambil pendapat
minoritas dari kalangan empat madhab yang menyatakan kebolehan seorang
muslim mewarisi harta non-muslim, tetapi tidak sebaliknya. Pendapat al-
Qardawi ini berdasarkan beberapa riwayat, seperti riwayat ‘Umar, Muadh,
Muawiyah yang memperbolehkan seorang muslim menerima harta warisan
dari non-muslim. Kebolehan mewarisi tersebut sama halnya dengan
kebolehan lelaki muslim menikahi wanita ahli kitab, dan larangan lelaki ahli
kitab menikahi wanita muslim.*'

Selanjutnya al-Qardawi mengatakan bahwa pendapat yang ia pilih
adalah pendapat yang unggul dari sisi kemaslahatannya. Karena menerima
harta tersebut membuka pintu pen-fasharrufan harta pada jalan kebaikan,
daripada membiarkan harta tersebut jatuh pada orang kafir yang bisa jadi
akan menggunakannya pada jalan kemaksiatan atau membahayakan umat
Islam. Terkait implikasi tekstual (di/alah al-nas)hadis sahih yang melarang
kewarisan beda agama di atas, al-Qardawi melakukan takwil —sebagaimana
ulama Hanafiyah- terhadap hadis “/a yuqtal al-muslim bi al-kafir” (seorang
muslim tidak boleh dibunuh sebab membunuh orang kafir’. Menurut
mereka kafir yang dimaksud adalah kafir Aarbi, sehingga konklusinya
larangan saling mewarisi juga berlaku hanya antara muslim dan kafir
harbi”

Mencermati pendapat al-Qardawi yang memilih pendapat kebolehan
mewarisi seorang muslim terhadap harta non-muslim sesungguhnya terlihat
bagaimana proses kerja tarih bi al-maqasid (pengunggulan dalil
berdasarkan magasid shari’ah).”’ Artinya, dalam ijtihad berbasis magasid
shari’ah, kemaslahatan dan kemafsadatan menjadi konsiderasi terakhir dari
suatu hukum. Apabila hukum yang dihasilkan dari suatu dalil tidak dapat
merealisasikan kemaslahatan sebagai tujuan akhir, makaharus beralih pada
opsi lain yang dapat berdampak pada kemaslahatan riil. Seperti al-Qardawi

! Ibid., 127-128.

2 yusuf al-Qardawi, fi Figh al-Aqalliyat al-Muslimah, 128.

*3 Menurut Muhammad Ashuri, peran magasid sangat dominan dalam penerapan hukum, tidak hanya
dalam hasil ijtihadnya, tetapi juga dalam prosesnyayang disebut dengan taqdim ahad al-dalilayn al-
muta’aridayn Ii quwwah maslahatihi (mengedepankan salah satu dari dua dalil yang bertentangan
sebab dominasi kemaslahatannya). Imam Mawardi, Figh Minoritas, 231.
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yang memilih melakukan penakwilan atas hadis larangan saling mewarisi
seorang muslim dan non muslim.

Dengan menggunakan pendekatan magqasid, istinbat al-hukm tidak
hanya berhenti pada khitab dari sebuah teks, melainkan mengukur
kesesuaian kAitabtersebut dengan nilai universal. Apakah bunyi dari hadis
yang melarang saling mewarisi antara muslim dengan non-muslim sejalan
dengan nilai universal proteksi terhadap harta benda ? Inilah pertanyaan
yang kemudian harus diselesaikan.

Dalam konsep maqasid shari’ah, proteksi terhadap harta benda
dihasilakan dari proses induksi sempurna sehingga kehujjahannya tidak
dapat ditolak. Banyak ayat al-Qur’an secara eksplisit menyatakan proteksi
terhadap harta bendaseperti larangan mencuri, memakan hartadengan cara
yang batil, mengambil hak orang lain. Lantas, apakah dalam larangan saling
mewarisi kontradiksi dengan nilai-nilai Aifz al-mal?

Proteksi terhadap harta benda pada hakikatnya merupakan nilai
universal yang dimaksudkan untuk menjagahartabenda dari segala bentuk
kerusakan (mafsadah), baik oleh si pemilik harta dengan cara penelantaran
atau menggunakannya dalam hal kebatilan, maupun oleh orang lain dengan
cara mencuri dan mengambil secara paksa. Dalam rangka merealisasikan
proteksi terhadap harta benda ini Allah menshari‘atkan konsep saling
mewarisi harta benda baik dari jalan kekerabatan maupun musaharah.

Harta benda merupakan unsur yang tidak dapat dilepaskan dalam
kehidupan manusia (daruri), kesejahteraan dan keberlangsungan hidup
manusia akan bergantung padanya. Karena itu segala tindakan yang
betujuan memberikan proteksi terhadap harta harus selalu diberlakukan,
termasuk hubungan saling mewarisi yang bertujuan agar tidak
meninggalkan keturunan yang lemah dalam hal perekonomian. Oleh karena
itu, bunyi teks larangan mewarisi terhadap non muslim harus
diinterpretasikan ulang agar sejalan dengan nilai universal tersebut.

Selain itu, pertimbangan maslahat juga harus menjadi tolak ukur,
apakah implikasi tekstual nas sejalan dengan kemaslahatan? Hal ini menjadi
penting mengingat basis 7j¢ihad-magasid meniscayakan akibat dari lahirnya
hukum (al-nazru al-ma’alat)bagi subyek hukum. Melihat realitas dominasi
kekayaan saat ini berada di tangan orang kafir, tentu larangan saling
mewarisi antara muslim dan non-muslim akan berakibat semakin
menguatnya dominasi orang kafir dan melemahkan perekonomian umat
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Islam. Hal ini tentu tidak sejalan dengan syari‘at Islam yang menghendaki
kemaslahatan bagi setiap pemeluknya.

“Perbedaan suatu hukum perbuatan dikarenakan perbedaan
kemaslahatan yang ada”** merupakan bukti riil akan urgensi maslahat
dalam setiap ketetapan syari‘at. Hukum yang tidak lagi mencerminkan
kemaslahatan harus melalui proses ijtihad kembali agar dapat memberikan
dampak maslahat padamanusia. Pintu ijtihad selaluterbuka demi menjaga
nilai murunah (fleksibelitas) hukum Islam, sehingga cita-cita tertinggi
shari‘at Islam—shalih Ii kulli zaman wa makan—dapat terealisasi dengan
baik.

E. Kesimpulan

Dalam mengimplementasikan maqasid shari’ah sebagai pendekatan,
langkah awal yang harus ditempuh adalah mengetahui magsud al-khitab al-
nas (tujuan teks nas) berdasarkan kaidah semantik dalam metodologi hukum
Islam (usul al-Figh). Hasil dari pembacaan teks kemudian diukur dengan
nilai-nilai universal syari‘at demi mewujudkan hukum Islam yang
berdampak maslahat riil.

Dalam persoalan kewarisan beda agama, bunyi tekstual nas secara
tegas menyatakan ketiadaan hubungan saling mewarisi antara muslim
dengan non-muslim, baik dari segi dilalah maupun wurud-nya. Namun
ketika bunyi hukum tersebut dipertemukan dengan nilai universal shariat
Islam berupa hifz al-mal (proteksi harta), ia tidak berbanding lurus. Selain
itu, larangan mewarisi tersebut bila diimplementasikan pada realitas
masyarakat akan menguatkan dominasi kekayaan orang kafir dan
melemahkan perekonomian orang Islam. Oleh karena itu bunyi teks harus
disesuaikan nilai universal shariat dengan mengambil opsi lain, seperti al-
Qardawi yang memilih menginterpretasikan kata ‘kafir’ dalam hadith
tersebut dengan kafir harbi.
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